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ABSTRAK 

 

 Pernikahan Sesuku Ini Juga Sebenarnya Banyak 

Menimbulkan Asumsi Masyarakat Minangkabau Yang Berbeda-Beda, 

Ada Yang Benar-Benar Tidak Melakukan Demi Kemaslahatan 

Mereka, Ada Juga Yang Bahkan Rela Mendapat Sanksi Adat Demi 

Untuk Menikah Dengan Orang Yang Dia Pilih Yang Sesuku Dengan 

Dirinya. Banyak Juga Pendapat-Pendapat Yang Mengatakan Bahwa 

Pernikahan Sesuku Itu Tidak Dipermasalahkan Dalam Ajaran Islam, 

Dalam Ajaran Islam Sudah Secara Jelas Dijelaskan Siapa-Siapa Saja 

Yang Menjadi Mahram Dan Siapa Saja Yang Bukan Mahram, Disini 

Sudah Jelas Jika Melihat Mahram Dan Bukan Mahram Dalam Islam, 

Bahwa Pernikahan Sesuku Itu Dibenarkan Atau Diperbolehkan Dan 

Tidak Termasuk Kedalam Mahram. Penelitian Ini Mengkaji Tentang 

Apa Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Adat 

Minangkabau Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai 

Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga Dalam Adat 

Minangkabau Tersebut. Penelitian Ini Menggunakan Penelitian 

Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus Melalui Observasi, 

Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa 

Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Adat 

Minangkabau, Berasal Dari Prosesi Pertama Sekali Yang Dilakukan 

Dalam Musyawarah Keluarga Masing-Masing Mempelai  Yang 

Biasanya Di Pimpin Oleh Mamak (Paman), Disini Ada Proses 

Musyawarah Apakah Kedua Calon Ini Sesuku Atau Tidak. Pada 

Zaman Dahulu Para Penghulu Atau Para Leluhur Memang Melarang 

Adanya Pernikahan Sesuku Ini, Karena Pada Waktu Itu Suku Asal 

Hanya Ada 4, Yaitu Koto, Piliang, Bodi Dan Caniago. Mereka Semua 

Hidup Saling Berdekatan, Dan Untuk Menghindari Percampuran Suku 

Dan Menikah Sesama Suku, Maka Dari Itu Dianjurkan Untuk 

Menikah Berlainan Suku. Dalam Hukum Islam Suatu Pernikahan 

Dianggap Sah Jika Dalam Suatu Akad Nikah Tersebut Sudah 

Terpenuhi Syarat Serta Rukunnya. Jika Suatu Perkawinan Kurang 

Salah Satu Syarat Maupun Rukunnya Maka Akad Nikah Tersebut 

Dianggap Tidak Sah. Jika Yang Tidak Terpenuhi Hanya Salah Satu 

Rukunnya, Akad Tersebut Adalah Batal. Adapun Jika Yang Tidak 

Terpenuhi Adalah Salah Satu Dari Syarat Maka Akad Nikah Tersebut 

Dianggap Fasid. 

 

Kata kunci: Pembatalan, Pernikahan, Minangkabau 
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MOTTO 

 

َّه كََنفََاحِشَةً وَسَاۤءَسَبِيْلً  نٰى اِن  وَلََ تقَْرَبوُا الزِّ

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah 

suatu  perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” 

(Q.S Al-Isra ayat 32:17) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Penegasan judul perlu diberikan guna menghindari kesalahan 

dalam memahami judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai 

Pembatalan Perkawinan karna Satu Marga dalam Adat 

Minangkabau”, dimana tiap-tiap uraian pengertian dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah kata yang berarti melihat, menjenguk, 

memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. 

Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).
1
 

2. Hukum Islam adalah aturan yang tidak hanya mengatur antara 

manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan 

antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara 

hubungan manusia dengan alam semesta.
2
  

3. Pembatalan Perkawinan artinya adalah merusakkan atau 

membatalkan. Dalam hukum Islam disebut dengan Fasakh yang 

menurut bahasa berarti rusak atau batal.
3
 

4. Marga adalah nama pertanda dari keluarga mana seorang 

berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. 

Marga menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga 

diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Marga turun-

temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, 

kepada cicit, dan seterusnya.
4
 

5. Adat Minang, Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-

undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial 

masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1050. 
2 Ibid., 478. 
3 Ibid., 868. 
4 Ibid., 578. 
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Ranah Minang atau Sumatra Barat. Dalam batas tertentu, Adat 

Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang 

yang berada di perantauan di luar wilayah Minangkabau.
5
 

 Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah studi yang 

menggambarkan tentang pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Pembatalan Perkawinan Sebab Satu Marga Adat Minang 

(Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung 

Barat). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-

laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga 

sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah 

ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan seruan 

agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu 

berkeluarga. Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang 

menjadi terarah, tentram, dan bahagia. Perkawinan sebagai 

perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan 

kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara laki-laki dan 

perempuan. Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk 

memenuhi petunjuk Allah SWT dalam rangka mendirikan keluarga 

yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam 

menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera 

artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan 

terpenuhinnya kebutuhan hidup lahir dan batinnya sehingga 

timbullah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.
6
 

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha 

Esa sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan 

                                                           
5 Ibid., 64 
6 Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah 

Pelaksanannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam (Bandung: Alumni, 1976), 26. 
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untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah. 

 Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah perjanjian yang 

diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu 

haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas 

pertama dalam Pancasila.
7
 Mahmud Yunus menjelaskan bahwa 

perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi 

hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.Aqad adalah ijab 

dari pihak wali perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
8
 

 Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut K. Wantjik Saleh 

menekankan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada sila 

pertama Pancasila, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara 

seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, sedangkan menurut Mahmud Yunus menekankan 

bahwa perkawinan adalah ikatan antara calon suami dan calon istri 

dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan peraturan hukum.  

 Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah 

manusia diciptakan oleh Allah SWT yaitu memakmurkan dunia 

dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para 

ulama sependapat bahwa nikah itu disyari‟atkan oleh agama, 

perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Syarat 

perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi 

tidak termasuk hakekat perkawinan, jika salah satu syaratsyarat 

perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 

Terkait dengan sahnya suatu perkawinan,berdasarkan Pasal 2 ayat 

1 dan 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

yang menyatakan bahwa :  

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.  

                                                           
7 Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia 

(Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), 17. 
8 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), 260. 
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2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. 

 Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pada 

ketentuan agama dan 3 kepercayaan dari masing-masing individu 

atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat 

perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu 

perkawinan yang dilakukan dengan pembatalan atau dapat 

dibatalkan.  

 Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:  

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai  

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang 

tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah 

meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah 

meninggal dunia.  

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 

tahun, kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan 

atau menjabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

maupun perempuan.  

4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan 

Pasal 4.  

5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan 

yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.  

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada 

prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan 

pembatalan yaitu diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974:  
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1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami 

atau istri, hubungan garis lurus ke atas dari suami atau istri 

misalnya orang tua kandung, kakek atau nenek dari suami atau 

istri, karena mereka memiliki kepentingan atas terjadinya 

perkawinan tersebut. 

2. Suami atau istri, suami dapat melakukan pembatalan 

perkawinan apabila hubungan dengan istri tidak memiliki 

kejelasan dalam aspek hukum misalnya, istri tersebut ternyata 

masih menjadi istri pria lain, sedangkan istri bisa melakukan 

pembatalan perkawinan misalnya, suami melakukan poligami 

tanpa izin dari istri. 

3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum 

diputuskan, Pejabat yang ditunjukan untuk memutus perkara 

perkawinan, namun saat ini urusan tersebut masih dipegang 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu. 

4. Pejabat berdasarkan Pasal 16 ayat (2), mengenai Pejabat yang 

ditunjuk sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1997 yang berkewajiban mencegah 

berlangsungnya perkawinan apabila ketentuanketentuan dalam 

Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Ketua Pengadilan 

Agama atau Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Urusan 

Agama atau penghulu. 

5. Setiap orang yang mempunyai hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu telah 

putus, yakni anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan 

tersebut.  

 Pernikahan dalam masyarakat adat merupakan hal yang yang 

sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat 

kental didalamnya, dan pernikahan adat Minangkabau termasuk 

produk kebudayaan yang sangat mendapat perhatian dibanding 

masa-masa peralihan, karena fungsinya yang sangat penting dalam 

sosio kultural keminangkabauan.  

 Sedangkan pengertian perkawinan dalam adat minangkabau 

adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu 
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ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan 

persetujuan sanak famili.
9
 

 Dalam adat pernikahan Minangkabau juga memiliki banyak 

hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati, bahkan mereka 

memiliki persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan 

pernikahan, mengapa demikian, mengingat karena mereka 

menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) 

dalam menaungi daerah adat mereka.  

 Di dalam adat Minangkabau melarang adanya eksogami 

sesuku atau sekampung, yang artinya bahwa orang yang sesuku 

dalam suatu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang yang 

sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung.
10

 

Karena pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan yang 

masih dalam setali darah atau saparuik (seperut).  

 Dilihat dari asal pemerintahanya, adat minangkabau memiliki 

4 buah suku asal, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago. 

Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, 

suku-suku tadi bercabang hinga sekitar lebih dari 40 suku.
11

 Suku 

itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku Koto Piliang 

dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan suku Bodi Chaniago di 

cetuskan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang.  

 Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat 

dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat 

yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama 

dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, 

biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para Mamak (Paman) 

dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan 

tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-

aturan yang lainya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam 

pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek 

moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat minangkabau ini 

                                                           
9 Fiony Sukmasari dan Amir M.S, Traditional Wedding of Minangkabau 

(Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66. 
10 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut 

Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama) (Bandung: Masdar Maju, 2007), 60. 
11 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang 

Kabau (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 18. 
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mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika 

seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya 

akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini 

merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan 

ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar 

dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Pernikahan 

ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang 

harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya). 

 Di daerah Lampung sendiri yang juga banyak suku 

minangkabau yang memang sudah bermukim cukup lama, tidak 

menutup kemungkinan terjadinya pernikahan sesama suku atau 

sesuku. Seperti yang terjadi di desa Sukarame kecamatan Balik 

Bukit Lampung Barat, seorang pemuda yang bernama Jalaludin 

yang bersuku Piliang minangkabau  sudah melakukan lamaran 

terhadap calon istrinya yang bernama Hayati, yang ternyata masih 

sama keturunan suku Piliang minangkabau. Hal itu diketahui 

setelah pihak keluarga dari laki-laki menanyakan perihal suku dari 

keluarga perempuan, yang ternyata masih satu keturunan dari suku 

Piliang Minangkabau. Setelah mengetahui suku dari keluarga 

masing-masing maka Datuk (kelapa Suku) dari suku Piliang pun 

menasihati kedua keluarga tersebut untuk membatalkan 

pernikahan, yang menurut adat istiadat Minangkabau pernikahan 

satu suku atau sesuku itu sangat dilarang dikarenakan dapat 

memecah keturunan. Dan akhirnya kedua keluarga itupun 

menyetujui nasihat dari Datuk (kelapa suku) untuk membatalkan 

pernikahan. 

 Fasakh berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari 

pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan 

formal (legal formal). Fasakh disyariaatkan dalam rangka menolak 

kemudharatan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah 

mukallaf atau balig dan berakal. Istilah pembatalan nikah tidak 

dikenal dalam Islam akan tetapi hukum Islam hanya mengenal 

fasakh nikah yang mempunyai arti batal. Pembatalan perkawinan 

tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan 
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sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan 

yang telah sah menurut agama dan Negara.
12

 

 Pernikahan sesuku ini juga sebenarnya banyak menimbulkan 

asumsi masyarakat minangkabau yang berbeda-beda, ada yang 

benar-benar tidak melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga 

yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah 

dengan orang yang dia pilih yang sesuku dengan dirinya. Banyak 

juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan 

sesuku itu tidak dipermasalahkan dalam ajaran Islam, dalam ajaran 

Islam sudah secara jelas dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi 

mahram dan siapa saja yang bukan mahram, disini sudah jelas jika 

melihat mahram dan bukan mahram dalam Islam, bahwa 

pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak 

termasuk kedalam mahram.  

 Dengan melihat semua permasalahan diatas, peneliti mencoba 

untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai 

Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga dalam Adat 

Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik 

Bukit Lampung Barat). 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Identifikasi dan Batasan Masalah merupakan point-point 

tentang kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul 

dalam penelitian.
13

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas 

penulis mengidentifikasi dan membatasakan masalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat 

Minangkabau. 

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan 

karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau. 

 

                                                           
12 Beni Ahmad Soebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 

105. 
13 Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, UIN 

Raden Intan Lampung 2020, 35. 
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D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

 Fokus dan Subfokus penelitian adalah suatu penentuan 

konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya 

pengumpulan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam 

mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian 

tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus 

penelitian ini merupakan batas ruang dalam membangun penelitian 

agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan 

dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat 

Minangkabau. 

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan 

karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus 

Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). 

 

E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di 

atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Sebab Satu Marga dalam 

Adat Minangkabau (Studi Kasus Desa Sukarame Kecamatan Balik 

Bukit Lampung Barat), maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

1. Apa Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat 

Minangkabau? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan 

Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 

1. Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan dalam Adat 

Minangkabau. 

2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan 

karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau. 
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G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan 

informasi di Fakultas Hukum Tata Negara, sebagai 

sumbangsih pemikiran positif serta memberikan kontribusi 

untuk ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi 

Fakultas Hukum Tata Negara. 

b. Memberikan sumbangsih khususnya tentang ilmu 

ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang 

Tinjauan Hukum Islam  mengenai Pembatalan Perkawinan 

Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus 

Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). 

2. Secara Praktis 

a. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas 

terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum 

ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah 

dan Hukum. 

b. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu 

ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang 

Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan 

Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus 

Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). 

 

H. Penelitian Terdahulu 

 Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi 

acuan bagi penyusun dalam melakukan peneltian, sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh AK Fikih dengan judul “Tinjauan 

Yuridis Tentang  Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn).” 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa termohon hanya 

memberikan pengakuan sepihak tentang hubungan badan yang 

dilakukan dengan pemohon sebelum perkawinan, namun 

termohon tidak dapat membuktikan kebenaran formilnya. 
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Disamping itu, pemohon dapat membuktikan kebenaran 

formilnya dihadapan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa 

memang si termohon telah hamil di luar kawin sehingga Hakim 

mengabulkan permohonan Pemohon. 

 Persamaan dalam skripsil ini dengan peneliti yang akan 

dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan 

perkawinan. Perbedaan dalam jurnal ini terhadap penelitian 

yang akan diteliti adalah tinjauan analisis yang dalam skripsi ini 

menurut putusan pengadilan agama medan dengan 

permasalahan hamil diluar nikah, sedangkan peneliti berfokus 

pada tinjauan hukum Islam  mengenai pembatalan perkawinan 

dengan permasalahan satu marga adat minangkabau. 

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Delia Rachma Purnami dengan judul 

“Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 

Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. Penemuan penelitian ini adalah keputusan 

pembatalan perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan 

fakta-fakta hukum yang dinyatakan telah terbukti dan cukup 

alasan bahwa seorang suami (termohon) terbukti telah 

melakukan penipuan dengan sengaja dimana termohon 

memalsukan status kawinnya. Dalam hal ini bisa diketahui dari 

adanya peluang yang diberikan oleh pembuat identitas dengan 

minimnya filterisasi serta penyalahgunaan jabatan. Kurangnya 

filterisasi ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah 

masih kurang. Sehingga masyarakat dengan mudah mendapat 

identitas sesuai dengan apa yang dinginkan pelaku tanpa 

melihat kondisi asli dari si pelaku.
14

 

 Persamaan dalam jurnal ini dengan peneliti yang akan 

dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai pembatalan 

Perkawinan. Perbedaan dalam jurnal ini terhadap penelitian 

yang akan diteliti adalah permasalahan penelitian yang dalam 

penelitian ini permasalahannya yaitu tentang pemalsuan 

                                                           
14 Delia Rachma Purwanti, “Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan 

Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 75. 
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identitas, sedangkan penulis dengan permasalahan satu marga 

dalam adat minangkabau. 

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Eriska Megasanti Sibagariang dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat 

Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 

321/Pdt.G/2013/PA.TPI)”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah 

bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak 

memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah terjadinya 

perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan terhadap 

kutip anak tanikah tidak memiliki kekuatan hukum. 

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 

321/Pdt.G/2013/PA.TPI ialah bahwa hakim dalam memutus 

perkara ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti yaitu baik 

bukti tertulis maupun saksi.
15

 

 Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan 

dilakukan penulis adalah pembahasan mengeenai pembatalan 

perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap 

peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada 

skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan karna istri yang 

sudah dinikahinya selama satu tahun adalah saudara kandung 

dari ibunya, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas 

permasalahan tentang pembatalan perkawinan karna satu marga 

dalam adat minangkabau. 

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Kharisma Yogi Martika Arumdani 

dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi 

Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah”. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam 

memutuskan pembatalan perkawinan akibat manipulasi data 

yang didasari perkara pemohon sudah hamil dengan laki-laki 

lain, sehingga merasa ditipu oleh pihak perempuan. Sehingga 

                                                           
15 Eriska Megasanti Sibagariang, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan 

Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)” 

(Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019), 81 
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pihak laki-laki merasa ditipu atas manipulasi identitas 

kehamilannya tersebut. (2) mengetahui Al-Maslahah Al-

Mursalah terhadap pembatalan perkawinan akibat manipulasi 

data perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri.
16

 

 Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan 

dilakukan penulis adalah pembahasan mengeenai pembatalan 

perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap 

peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada 

skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan akibat 

manipulasi data identitas dan meninjau dari Al-Maslahah Al-

Mursalah, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas 

permasalahan tentang pembatalan perkawinan karna satu marga 

dalam adat minangkabau. 

 

5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khairul Umam dengan judul 

“Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Izin Poligami 

dalam Perspektif Hukum Islam ”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa dalam proses pembatalan perkawinan bila 

didapati salah satu syarat atau rukun sahnya pernikahan tidak 

terpenuhi maka hal demikian batal demi hukum. Pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara tersebut memutuskan 

perkara pembatalan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, 

karena pokok permasalahan didapati tidak terpenuhi syarat dan 

rukunnya.
17

 

 Persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti yang akan 

dilakukan penulis adalah pembahasan mengeenai pembatalan 

perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini terhadap 

peneliti yang akan diteliti adalah dimana permasalahan pada 

skripsi ini yaitu tentang pembatalan perkawinan akibat 

manipulasi data identitas dan meninjau dari Al-Maslahah Al-

Mursalah, sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas 

                                                           
16 Kharisma Yogi Martika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat 

Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah” (Skripsi, UIN Surakarta, 

2020), 68. 
17 Ahmad Khairul Umam, “Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya 

Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2017), 73. 
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permasalahan tentang pembatalan perkawinan karna satu marga 

dalam adat minangkabau. 

 

I. Metode Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang ada, metode penelitian ini 

memusatkan perhatian pada kepustakaan (library research), yaitu 

dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan selanjutnya 

untuk dianalisis. 

1. Sifat dan Jenis Penelitian. 

 Ditinjau dari objek penelitiannya, maka penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian pustaka, sebab yang diteliti 

adalah bahan dokumen, yaitu melakukan kajian terhadap 

Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan 

satu marga dalam adat Minangkabau. Oleh karena itu, 

penelitian ini disebut dengan penelitian pustaka (library 

research).
18

  

 Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan tentang Tinjauan 

Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu 

Marga dalam Adat Minangkabau. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data Primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

media prantara). Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.
19

  Dalam 

hal ini data diperoleh melalui analisa terhadap hukum Islam 

mengenai pembatalan pernikahan dikarenakan satu marga 

dalam adat Minangkabau di desa Sukarame Lampung Barat. 

 

                                                           
18 Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 

63. 
19 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, 1st 

ed. (Yogyakarta: BPFE, 1999), 146. 
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b. Data Sekunder  

 Data Sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang  diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
20

 Data 

sekunder ini peroleh dari dokumen-dokumen, tulisan, dan 

buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. 

 

2. Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data 

langsung, yang meliputi buku-buku yang relevan, laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan 

dengan penelitian.
21

  

 Dalam hal ini, penulis menghimpun data dari berbaga literatur 

seperti buku, jurnal , skirpsi terdahulu dan melalui internet yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

 

3. Teknik Pengelolaan  dan Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis interaktif model yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman, yang meliputi: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

     Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

diperlukan.
22

 Dalam penelitian ini, proses reduksi data 

yang penulis lakukan yaitu merangkum hukum-hukum 

Islam tentang pernikahan, hal-hal yang menyebabkan 

batalnya pernikahan dan adat Minangkabau. 

 

                                                           
20 Ibid 
21 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2011), 35. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 62. 



 16 

b. Penyajian Data (Data Display) 

     Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering 

digunakan adalah dengan teks naratif.
23

 Penyajian data 

yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teks yang berupa naratif, dengan 

menjelaskan secara detail Hukum Islam tentang 

Pembatalan Pernikahan dan aturan dalam adat 

Minangkabau. 

c. Penarikan Kesimpulan 

     Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menarik 

kesimpulan, menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah apa bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
24

 

     Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti kembali melakukan penelitian kembali atau turun ke 

lapangan. 

 

J. Kerangka Teoritiks 

 Kerangka teoritik dapat diartikan sebagai teori yang dibuat 

untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah 

                                                           
23 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2011), 62. 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 62. 
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yang akan diteliti. Kerangka teoritik dalam penelitian kualitatif 

berfungsi untuk memperkuat penulis sebagai human instrument, 

sehingga mampu membuat pertanyaan, analisis data dan mampu 

membuat fokus penelitian dan kesimpulan. Dalam penelitian ini 

ada teori yang digunakan yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah tentang pembatalan perkawinan, batasan 

masalah, rumusan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan 

kerangka teoritik. 

Bab II Landasan Teori yang berisikan tentang teori tentang 

Tinjauan Hukum Islam mengenai Pembatalan Perkawinan karena 

Satu Marga dalam Adat Minangkabau. 

Bab III Deskripsi Penelitian yang berisikan tentang analisis 

penelitian yaitu temuan penelitian Tinjauan Hukum Islam 

mengenai Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat 

Minangkabau dan pembahasannya. 

Bab IV Analisis Penelitian yang berisikan tentang analisis data 

penelitian yang membahas data Tinjauan Hukum Islam mengenai 

Pembatalan Perkawinan karena Satu Marga dalam Adat 

Minangkabau dan temuan penelitian 

Bab V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan penelitian dan 

saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Alasan terjadinya Pembatalan perkawinan dalam adat 

Minangkabau, berasal dari prosesi pertama sekali yang dilakukan 

dalam musyawarah keluarga masing-masing mempelai  yang biasanya 

di pimpin oleh Mamak (Paman), disini ada proses musyawarah apakah 

kedua calon ini sesuku atau tidak. Pada zaman dahulu para penghulu 

atau para leluhur memang melarang adanya pernikahan sesuku ini, 

karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4, yaitu Koto, Piliang, Bodi 

dan Caniago. Mereka semua hidup saling berdekatan, dan untuk 

menghindari percampuran suku dan menikah sesama suku, maka dari 

itu dianjurkan untuk menikah berlainan suku. 

 Pembatalan  perkawinan  adalah  usaha  untuk  tidak 

dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan 

itu terjadi. Dalam pemutusan permohonan pembatalan perkawinan, 

pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. 

Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak 

bisa membatalkan  perkawinan. 

 Dalam Hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika 

dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta 

rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun 

rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang 

tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. 

Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syarat maka 

akad nikah tersebut dianggap fasid. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat Penulis berikan yaitu: 

1. Hendaknya kepada para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Datuk atau 

Penghulu Adat hendaknya mengkaji ulang terkait larangan 

menikah sesuku yang sudah lekat dan bahkan mendarah daging 
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dalam pandangan masyarakat sebagai ketentuan yang harus dan 

wajib untuk diikuti, sehingga bisa meluruskan pemahaman 

sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Karena 

peran ulama‟, masyarakat dan para penghulu adat sangat penting 

dalam upaya perubahan ini. 

2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan 

agama, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat tradisi 

dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa 

menyeimbangkan antara keduanya. 

3. Kepada para orangtua, hendaknya bisa menumbuhkan semangat 

pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini pengaruhnya 

sangat penting, agar para anak-anaknya tidak memiliki pemahaman 

yang salah atau setengah-setengah. 
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